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Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Tata Cara Pemberian Izin Kota Makassar, maka pemerintah perlu
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal
kesedehanaan proses pelayanan perizinan. Untuk itu perlu adanya inovasi dari
pemerintah mengembangkan sistem informasi pada Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal agar dapat melayani masyarakat terutama dalam
pengurusan perizinan.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran peningkatan pelayanan
perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar
dengan memanfaatkan SMS Gateway. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus (case study) dimana penelitian yang
digunakan bersifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan
kenyataan dari kejadian yang diteliti. Fokus penelitian berdasarkan dimensi
kualitas pelayanan yang dirumuskan oleh Parasuraman meliputi tangible,
realibilty, responsivness, assurance, dan emphaty. Jenis data yang diperoleh
adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik
pengumpulann data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan menggunakan pengumpulan
informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan dengan
memanfaatkan SMS Gateway pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal dalam tangible belum memuaskan karena bermasalah dengan komputer
dan server yang bermasalah, dalam realibilty juga masih kurang karena masih
ada pemohon izin yang mengeluh tentang ketepatan waktu dalam penyampaian
pesan, dalam responsivness sudah baik karena memanfaatkan sms gateway
sebagai media informasi bagi pemohon izin, dalam assurance masih kurang,
karena perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sms gateway,
dan dalam empathy sudah memuaskan dengan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pemanfaatan SMS gateway, Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
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Mayor of Makassar in accordance with Regulation No. 14 Year 2005 on
Procedures for Granting Permits Makassar, the government needs to optimize
the service to the community, particularly in terms of the simplicity of the process
of licensing services. For that we need innovation on the government to develop
an information system on the Integrated Licensing Agency and Investment in
order to serve the community, especially in licensing.
This study aims to provide an overview of licensing service improvement
in the Integrated Licensing Agency for Investment and Makassar by using SMS
Gateway. This study used a qualitative approach with case study design (case
study) where the research used descriptive, that is to know or describe the reality
of the incident is being investigated. The focus of research is based on service
quality dimensions formulated by Parasuraman include tangible, realibilty,
responsivness, assurance, and empathy. The type of data acquired is primary
data and secondary data using techniques of collecting data through interviews,
observation, and documentation. Furthermore, the data obtained were processed
using information collection, data reduction, data presentation and conclusion.
These results indicate that the services provided by utilizing the SMS
Gateway in the Integrated Licensing Agency and Investment in tangible
unsatisfactory because of problems with computers and servers are problematic,
in realibilty also lacking because there is still the applicant who complained about
the timeliness in the delivery of the message , in responsivness already well as
utilizing SMS gateway as a medium of information for permit applicants, the
assurance is still lacking, because the need to disseminate to the public about
the use of sms gateway, and in empathy has satisfied with the services provided
to the community.
Keywords: Public Services, Utilization of SMS gateways, Integrated
Licensing Agency and Investment
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era
globalisasi sekarang ini mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai bidang
pemerintahan. Perubahan tersebut juga dilakukan dalam rangka mewujudkan
proses penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Pemerintah
dituntut agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dimana
pelayanan yang diberikan diharapkan sesuai dengan standar operasional
prosedur yang ada guna untuk meningkatkan kualitas layanan kepada
masyarakat.
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang
berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan
harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih
bercirikan berbelit-belit, lambat dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu
terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani”
bukan yang “dilayani”. Sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, maka
Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus mengikuti perkembangan
tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada
tatanan pemerintahannya. Mulai dari pemerintah daerah sampai kepada
pemerintah pusat telah terintegrasi dengan sistem e-Government, salah satu
tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan
tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat beserta
pemangku kepentingan yang ada. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003
2Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional, pengembangan e-Government
merupakan upaya penyelenggaraan pemerintah yang berbasis (menggunakan)
elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Menurut Badu Ahmad, dkk (2013) untuk menjalankan e-Government diperlukan
suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing
lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya bisa didapatkan suatu sistem
informasi yang terjalin dengan baik
Pemanfaatan teknologi informasi ini akan membantu aparat pemerintahan
dalam melaksanakan pekerjaannya ketika memberikan pelayanan kepada pihak
masyarakat. Menurut Kenneth dan Jane dalam Sunyoto (2014) ada dua dampak
sistem informasi dalam sebuah organisasi yaitu dampak ekonomi, dan dampak
organisasi dan perilaku. Dampak dari sudut pandang ekonomi teknologi informasi
(TI) mengubah baik biaya relatif modal maupun biaya Informasi. Teknologi sistem
informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan
modal dan tenaga kerja tradisional. Sejalan dengan penurunan biaya teknologi
informasi, TI menggantikan tenaga kerja dan bentuk modal lainnya seperti
gedung dan mesin yang relatif mahal. Sedangkan dampak SIM pada organisasi
dan perilaku terbagi menjadi tiga yaitu teknologi informasi meratakan organisasi,
organisasi pasca industri, dan memahami penolakan organisasi terhadap
perubahan.
Dalam meningkatkan kinerja yang efesien dan efektif dalam pelayanan
publik, maka diperlukan sistem informasi manajemen yang baik. Pelayanan
publik menurut (Thoha, 2003) merupakan suatu kegiatan yang harus
mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,
mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik.
3Seiring dengan diberlakukannnya otonomi daerah sejak dikeluarkannya UU No.
22 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 2004 yang memberi 2 hak dan kewenangan
pada pemerintah daerah untuk mengukur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya serta dalam menghadapi era
perdagangan bebas, peranan administrasi pemerintahan dan perizinan
perkotaan menjadi sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah
sangat ditentukan oleh kinerja administrasi pemerintahan dan perizinan, karena
masyarakat menilai baik buruknya otonomi daerah berdasarkan baik buruknya
administrasi dan perizinan. Sementara itu era perdagangan bebas dan
globalisasi juga menuntut tingkat kinerja administrasi pemerintahan dan perizinan
yang tinggi, karena administrasi pemeritahan dan perizinan akan sangat
mempengaruhi tingkat daya saing daerah dan juga produk-produk daerah yang
pada gilirannya akan sangat menentukan kinerja keuangan daerah atau Negara
(Ratminto, 2003). Beberapa studi menunjukkan bahwa akar permasalahan
administrasi pemerintahan dan perijinan kota adalah prosedur yang berbelit-belit
dan tidak transparan. Sehingga konsep birokrasi lebih dikenal dan diartikan
sebagai suatu yang menyusahkan karena rumit, tidak efisien dan korup. Oleh
karena itu prosedur pemerintahan dan perijinan perkotaan merupakan salah satu
hal yang harus dikelola secara lebih baik demi untuk meningkatkan keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan di era globalisasi ini
(Ratminto, 2003). Pemenuhan hak orang lain (masyarakat) yang merupakan
tujuan dari fungsi pelayanan publik harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas
maupun dari sisi kuantitas. Sisi kuantitas dapat dilakukan dengan memperbanyak
jumlah masyarakat yang dapat dilayani dan menambah waktu pelayanan,
4sedangkan sisi kualitas dapat dikurangi dengan mengurangi kesalahan
pelayanan, mempercepat pelayanan, dan kemudahan pelayanan.
Pemerintah Kota Makassar membentuk Kantor Pelayanan Perizinan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor13 Tahun 2005 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar
sebagai instansi yang memberikan jasa pelayanan perizinan yang dibentuk
dalam rangka mengkoordinir pelayanan perizinan secara spesifik bekerja untuk
melayani permohonan berbagai perizinan dan formalitas lainnya di Kota
Makassar. Kemudian sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Kota Makassar, maka
pemerintah perlu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya
dalam hal kesedehanaan proses pelayanan perizinan. Untuk itu perlu adanya
inovasi dari pemerintah mengembangkan sistem informasi pada Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal agar dapat melayani masyarakat terutama
dalam pengurusan perizinan.
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis, terkait pengembangan
teknologi informasi berupa pemanfaatan SMS Gateway sebagai media
komunikasi antara pemerintah yang terkait dengan masyarakat dalam
peningkatan pelayanan perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar masih belum berjalan dengan efektif.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar, baik itu dari fasilitas yang mendukung
penerapan SMS Gateway maupun kurangnya pengetahuan masyarakat terkait
adanya penerapan SMS Gateway yang disediakan oleh Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal. Seperti yang diketahui, bahwa dengan adanya
5media komunikasi berupa SMS Gateway tersebut, maka akan diperoleh model
interaksi baru antara pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya meningkatkan
pelayanan secara efektif dan efisien, termasuk memperpendek jarak pemerintah
dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan adanya sistem SMS gateway, ketika mengurus izin, setelah
memasukkan berkas di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal,
masyrakat tidak perlu datang mengecek, sampai dimana prosesnya, melainkan
cukup lewat short message service (SMS). Demikian juga untuk mengetahui
persyaratan dalam pengurusan perizinan, cukup lewat SMS. Dengan sarana ini,
jika ada pengumuman atau ada hal-hal yang disampaikan kepada publik, Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal cukup menggunakan SMS.
Pemanfaatan SMS Gateway pada Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar sangatlah jauh berbeda dengan penerapan
SMS Gateway yang tersedia di Kota Yogyakarta. Pada Dinas perizinan Kota
Yogyakarta sudah tersedia website resmi yang dapat diakses dimana saja oleh
masyarakat. Melalui website resmi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pelayanan
perizinan serta penerapan teknologi informasi (SIM Perizinan) untuk mendukung
pelayanan prima kepada masyarakat berupa pengolahan dan penyimpanan data
di Dinas Perizinan. Sistem informasi dikembangkan dalam upaya meningkatkan
kinerja pelayanan perizinan yang lebih berkualitas, cepat, mudah, transparan dan
akuntabel dengan system terintegrasi. Dengan system yang terintegrasi dapat
meningkatkan pula obyektifitas dalam pelayanan public, memotong proses dalam
birokrasi mempermudah dan mempercepat proses penerbitan izin, mulai dari
antrian, pendaftaran, pencetakan SK hingga pembayaran retribusi izin. Selain itu
6juga untuk routing slip untuk memantau proses izin setiap tahapannya,
disamping pengendalian internal pemohon dapat mengecek proses izinnya
melalui SMS gateway.
Untuk Itu perlu adanya inovasi yang harus dilakukan pemerintah,
terutama pihak yang mempunyai peran penting dalam menangani masalah
perizinan yang ada di Kota Makassar. Pengembangan TI yang terintegrasi dapat
memberikan sistem pelayanan yang optimal. Integrasi TI akan menjadikan
proses perizinan semakin cepat, efektif, dan efisien.
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
jauh mengenai “Pemanfaatan SMS Gateway dalam Meningkatkan Pelayanan
Pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”.
1.2.1 Rumusan Masalah
Pelayanan perizinan merupakan masalah yang paling penting di kota
Makassar. Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis
menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan teknologi
informasi berupa SMS Gateway pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal di kota Makassar, dan menganggap penting dan tertarik untuk membahas
secara lebih terarah dan sistematis. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini
bagaimana pemanfaatan SMS Gateway dalam meningkatkan pelayanan pada
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar?
71.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
pemanfaatan SMS Gateway dalam meningkatkan pelayanan pada Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:
1. Manfaat Akademik
Dengan melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
bagi mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam bidang administrasi yang
ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan SMS Gateway pada Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.
2. Manfaat Institusi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sebagai
masukan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta dapat digunakan
sebagai bahan penelitian lanjutan ataupun sebagai bahan pembandingan bagi
penelitian dimasa mendatang.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan informasi bagi stakeholders yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung, khususnya yang menyangkut pemanfaatan SMS
Gateway dalam meningkatkan pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Makassar.
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TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Konsep Pelayanan
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan manusia. Hal yang senada juga dikemukakan Budiman Rusli yang
berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan.
Pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle theory of leadership (LCTL)
bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi,
tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin
menurut (Sinambela, 2006)
Beberapa pakar yang memberikan definisi dari pelayanan diantaranya
Kotler dalam Samparan Lukman pelayanan adalah setiap yang mengeuntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara
berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi
dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara
fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (dalam Sinambela, 2006)
Menurut S.Lukman (dalam Batinggi dan Ahmad, 2013) pelayanan
merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi
langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan
menyediakan kepuasan pelanggan.
Prasojo (dalam Batinggi dan Ahmad, 2013) menyatakan pelayanan
merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi
9kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan (dalam
Batinggi dan Ahmad, 2013)
Adapun menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (Ratminto dan
Winarsih, 2005) “pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak
dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan
peralatan. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos
sebagaimana dikutip dibawah ini :
“pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh
perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah
konsumen/pelanggan” Gronroos (Ratminto dan Winarsih, 2005)
Menurut Moenir (2008), sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan
yang baik dan memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang didambakan ialah
:
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang
cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat.
2. Memperoleh pelayanan yang wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata
lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatunbaik
dengan alasan untuk dinas (pembelian kertas, ganti ongkos, foto copy/cetak)
atau alasan untuk kesejahteraan.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan
yang sama, tertib dan tidak pandang “bulu”.
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II.1.1 Pelayanan Publik
Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik
(Sinambela, 2006)
Istianto (2009) pelayanan publik atau pelayanan umum pada dasarnya
merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau birokrasi
untuk memberikan bantuan atau kemudahan kepada masyarakat dalam
mencapai suatu tujuan tertentu.
Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak
swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat,
dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan
masyarakat (dalam Santosa, 2008)
Rasyid (dalam Rakhmat, 2009) mengartikan pelayanan publik sebagai
pemberian pelayanan atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sendiri sesuai dengan aturan dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Sejalan dengan itu, Thoha (dalam Rakhmat, 2009) mengatakan bahwa
pelayanan publik sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau
sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan
kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 1993
yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan
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Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum dalam
Ratminto dan Winarsih (2005) sebagai :
Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
Pusat,di Daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Keputusan MENPAN Nomor 63/2003).
Mengikuti definisi tersebut, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat
didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang
public maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan dilingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam Ratminto dan Winarsi, 2005)
Beberapa pengertian dasar yang dituliskan didalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dalam Ratminto dan
Winarsih (2005) adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah.
c. Instansi Pemerintah adalah sebeutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan
organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi
Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
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d. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada Instansi
Pemerintah secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima
layanan public.
e. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
f. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan
apapun) sebagai Imbalan jasa atas pemberian pelayanan publik yang
besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi
pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Istianto (2009), terdapat dua faktor penyebab timbulnya
pelayanan publik yaitu : 1) faktor yang bersifat ideal modern yang meliputi
adanya rasa cinta dan kasih sayang, tolong-menolong sesamanya dan berbuat
baik; dan 2) yang bersifat material, adapun faktor materialnya akan menimbulkan
hak dan kewajiban, baik kedalam maupun keluar organisasi. Hak kedalam
misalnya: pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar aturan
yang adil jujur. Kedua, hak atas penghasilan berdasarkan peraturan yang ada.
Ketiga, hak menjalankan ibadah ditempat kerja. Keempat, hak istirahat sesuai
dengan konvensasi International Labour Organization (ILO), adalah hak
perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan kewajiban
kedalam organisasi misalnya: Pertama, menyelesaikan tugas/pekerjaan yang
dibebankan kepadanya dalam waktu yang telah ditetapkan. Kedua, melayani
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keperluan orang yang berkepentingan, baik orang dalam yaitu pegawai maupun
orang yang bukan pegawai dengan cara dan sikap yang sama. Ketiga, menaati
peraturan organisasi. Keempat,bersikap dan berperilaku sesuai dengan doktrin
budaya organisasi.
Menurut Kristiadi (dalam Rakhmat, 2009) pelayanan publik yang ideal
paling tidak memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu :
1. Pelayanan yang diberikan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan
sistem pelayanan yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki aspek
kepuasan layanan kepada masyarakat.
2. Pelayanan yang semakin lama semakin meningkat sementara permintaan
masyarakat tidak boleh ditinggalkan. Apalagi kalau birokrasi telah
memacunya untuk meningkatkan permintaannya maka pelayanan yang
diterapkan tidak boleh mundur.
3. Pelayanan harus dievaluasi, tidak saja keberhasilannya tetapi juga kegagalan
dari pelaksanan sistem pelayanan yang diterapkan. Keberhasilan yang diraih
harus secara optimal diinformasikan kepada masyarakat sehingga mendapat
dukungan yang lebih luas dari masyarakat itu sendiri.
4. Pelayanan yang memiliki karakteristik tidak berhadapan langsung dengan
kebutuhan masyarakat agar ditempatkan ditengah-tengah suatu sistem
pelayanan dan bukan justru dibarisan paling depan.
5. Pelayanan yang kurang memperhatikan hirarki nilai kepuasan masyarakat
sebenarnya memiliki hirarki nilai kepuasan tertentu.
Menurut Ratminto dan Winarsih (2005) untuk dapat memberikan
pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan
harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut :
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a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah untuk
dimengerti.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan
dengan tetap berpegangan pada prinsif efisiensi dan efektifitas.
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender atau status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam Ratminto dan
Winarsih (2005) membedakan jenis pelayanan menjadi tiga kelompok. Adapun
tiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
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terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte
Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi
(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.
b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
c. Kelompok pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan
kesehatan, penyelenggara transportasi, pos dan sebagainya.
Sedangkan menurut Batinggi dan Ahmad (2013) bentuk pelayanan publik
yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan kedalam beberapa jenis
pelayanan, yaitu :
a. Pelayanan pemerintah
Adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum
pemerintah seperti pelayanan KTP< SIM< pajak dan keimigrasian.
b. Pelayanan pembangunan
Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana
dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam
melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi
penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan
lainnya.
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c. Pelayanan utilitas
Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, seperti
penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi missal.
d. Pelayanan sandang, pangan dan papan
Merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok
masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula,
minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
e. Pelayanan kemasyarakatan
Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingan lebih
ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti
pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim
piatu, dan lainnya.
Didalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 dalam Ratminto dan
Winarsih (2005) disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi
beberapa prinsip sebagai berikut :
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan
b. Kejelasan
Kejelasan ini mencakupi kejelasan dalam hal :
I. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
II. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
III. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
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c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.
d. Akurasi
Produk pelayanan publikditerima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Kelengkapan Sarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika)
h. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas
j. Kenyamanan
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Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat
ibadah dan lain-lain.
Didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2004 dalam Ratminto dan Winarsih (2005) diamanatkan agar penetapan
besaran biaya pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat;
b. Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa;
c. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan
tindakan penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pangajuan;
d. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
II. 2 Konsep Teknologi Informasi
II.2. 1. Pengertian Teknologi
Beberapa pengertian teknologi telah diberikan oleh David L. GOETCH
dalam Simamarta (2005), yaitu people tools, resources, to solve problems or to
extend their capabilities. Dengan demikian, teknologi dapat dipahami sebagai
upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan
memanfaatkan peralatan (tools), proses dan sumber daya (resources).
II.2. 2. Pengertian Teknologi Informasi
Dalam bukunya Senn mengatakan istilah TI digunakan mengacu pada
suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam
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pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi. Komponen
utamanya ada tiga, yaitu komputer (computer), komunikasi (communication), dan
keterampilan (knowhow).
Menurut Haag dan Keen (1996) dalam Kadir, dkk (2003), defenisi
Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja
dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan
pemrosesan informasi.
Dan menurut Martin (1999) dalam Kadir (2003), defenisi dari Teknologi
Informasi ialah tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras
dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan
informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan
informasi.
II.2. 3. Fungsi Teknologi Informasi
Gambar 1. Fungsi teknologi informasi
Capture
 Capture: proses penyusunan rekord aktivitas yang terperinci.
Fungsi
Teknologi
Informasi
Transmit
Store/ Retrieve
Process
Generate
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 Prcessing: proses mengubah, menganalisis, menghitung, dan
mengumpulkan semua bentuk data atau informasi.
 Pengolahan data.
 Pengolahan informasi.
 Pengolahan kata.
 Pengolahan gambar.
 Pengolahan suara.
 Generation: proses yang mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang
bermanfaat, apakah sebagai angka-angka, teks, bunyi atau gambar
visual.
 Storage dan Retrieval: storage adalah proses komputer penguat
informasiuntuk pengggunaan masa depan. Retrieval adalah proses di
mana penempatan komputer dan menyimpan salinan data atau informasi
untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk ditransmisikan ke pengguna lain.
 Transmission: proses komputer mendistribusikan informasi melalui
jaringan komunikasi.
 Electronic Mail, atau E-mail
 Voice Messaging, atau Voice Mail
II.2. 4 Komponen Sistem Teknologi Informasi
Yang dimaksud dengan sistem teknologi informasi adalah sistem yang
terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem
teknolo;gi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat
fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat
secara fisik, yaitu software, dan yang lebih penting lagi adalah orang. Dengan
kata lain, komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa:
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1) Perangkat keras (hardware),
2) Perangkat lunak (software), dan
3) Orang (brainware).
Perangkat keras mencakup segala peralatan fisik yang dipakai didalam
sistem teknologi informasi, sedangkan orang merupakan komponen penentu
keberhasilan sistem yang menerapkan teknologi informasi. Komponen
brainware dapat berupa pemakai, pemelihara, dan pembuat sistem. Komponen
ini menjadi kunci keberhasilan sistem teknologi informasi . Tanpa andil
komponen ini, perangkat keras dan perangkat lunak menjadi tidak berguna
sama sekali. Sebagai contoh, pemrogram (programmer) adalah orang yang
mempunyai keahlian khusus dalam membuat program. Dengan adanya
pemrgram dan para spesialis teknologi informasi lainnya, sebuah organisasi
dapat secara terus-menerus mengembangkan aplikasi yang bersifat khas bagi
organisasi tersebut.
II.2. 5. Pengaruh Teknologi Pada Struktur
Berbagai studi yang dilakukan para pakar dan ilmuwan menunjukkan
dengan jelas terdapat kaitan langsung antara jenis teknologi yang digunakan
dengan struktur organisasi. Karena keterkaitan tersebut, efektivitas kerja akan
ditentukan oleh kesesuaian teknologi dengan struktur.
Menurut Siagian (1996), kaitan antara teknologi dengan struktur dapat
disoroti dari sudut pandang teknologi tepat guna untuk diterapkan yaitu, sebagai
berikut :
”1) Jika penyelesaian suatu tugas pekerjaan bersifat interdependensi yang
sekuensial antara satu tahap dengan tahap lain, seperti kegiatan perakitan,
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diperlukan jenis teknologi tertentu. 2) Akan tetapi, ada pula teknologi yang
peranannya ialah menghubungkan satuan-satuan kerja yang independen
agar satuan kerja berbagai suatu kesatuan.3) Kategori ketiga ialah
penggunaan teknologi secara intensif. Penggunaan demikian diperlukan
apabila satuan kerja harus mampu memberikan respons yang bersifat khas
terhadap situasi yang berbeda. Tanggapan yang bersifat khas itu bergnatung
pada permasalahan yang dihadapi mungkin tidak dapat diduga sebelumnya”.
Dari pembahasan tersebut jelas bahwa sifat teknologi yang digunakan
bergantung pada tuntutan tugas yang harus diselesaikan. Hanya saja harus
selalu diperhitungkan dampaknya bagi sumber daya manusia. Hal ini penting
karena kenyataan menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi penggunaan
teknologi ialah berkurangnya tenaga kerja. Dengan penggunaan teknologi,
pekerjaan yang tadinya memerlukan banyak orang dapat digantikan dengan
lebih cepat oleh sarana kerja penggunaan teknologi (Abdul Kadir & Terra CH,
2003).
II.3 Konsep E-Government
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan
telekomunikasi di lingkungan pemerintah. Pada umumnya digunakan untuk
administrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan
pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat . Semua
organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-Government
ini. E-Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkatan pertama
adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua
adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintah melalui e-mail.
Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan
kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di
seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi
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dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data
base bersama (Ahmad dkk, 2013).
II.3.1 Aplikasi e-Government
Dalam penerapannya e-Government terdapat empat tipe relasi
sebagaimana ditulis Indrajit (2006 : 60), yaitu :
a. Government to Citizens (G2C)
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi yang paling umum, yaitu
dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari
dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C ini adalah untuk
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses
yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau
pemerintahnya untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sehari-hari.
b. Government to Business (G2B)
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah
membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda
perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam melakukan aktifitas sehari-harinya, bisnis semacam perusahaan
swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh
pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi
dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan
kewajiban organisasinya sebagai entiti berorientasi profit. Diperlukannya
relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja
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bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan
roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat
menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan
efektif dengan industri swasta.
c. Government to Government (G2G)
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-
negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari.
Kebutuhan untuk berinteraksi antara pemerintah dengan pemerintah
setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diploma
semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar
negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri,
perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan
dengan administrasi pedagangan, proses-proses politik, mekanisme
hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.
d. Government to Employess (G2E)
Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau
karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai
pelayan masyarakat.
II.3.2. Jenis-Jenis Pelayanan e-Government
Menurut Andrianto (2007) pada tataran impplementasi, terdapat tiga
tingkatan e-Government yang dicerminkan oleh tampilan situs pemerintah
sebagai berikut:
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a. Booklet (to publish); merupakan implementasi e-Government yang
termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan
aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan
beragam. Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah
komunikasi satu arah, dimana informasi yang dimilikinya untuk dapat
secara langsung dan bebas diakses olem masyarakat dan pihak-pihak
lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya yang dipergunakan
adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-
alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website)
departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan
browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang
dibutuhkan.
b. Interact; yaitu terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan
mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa
dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait
memberikan fasilitas searcihing bagi mereka yang ingin mencari data
informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan
kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit yang
berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference,
web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melaui e-mail,
frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan sebagainya).
c. Transact; yaitu interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja
terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang
dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus
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membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra
kerjanya).
II.3.3. Manfaat e-Government
Al-Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002) menjelaskan manfaat yang
dapat diperoleh dengan adanya e-government :
a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para
stekeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)
terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai
kehidupan dan bernegara;
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas
penyelenggara pemerintahan dalam rangka penerapan konsep
Good Corporate Governance;
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya
untuk keperluan sehari-hari;
d. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat
secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang
dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global; dan
e. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik
secara merata dan demokratis.
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II. 4 Sistem Informasi Pelayanan Publik
Literatur akademik tidak mengenal sistem informasi pelayanan publik
secara spesifik. Yang banyak dibahas adalah sistem informasi secara umum
atau setidaknya sistem informasi manajemen atau sistem informasi pengambilan
keputusan. Kewajiban menyediakan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang
menyediakan infomasi secara non elektronik dan elektronik sebagaimana yang
diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 nampaknya belum
dilaksanakan secara maksimal. Kondisi nyata di lapangan dewasa ini
menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengembangan dan pemanfaatan
sistem informasi secara umum masih rendah. Hasil penelitian PKP2A II LAN
(2010), misalnya menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan website
pemerintah daerah dalam menginformasikan aspek-aspek pelayanan publik
kepada masyarakat, padahal pemanfaatan website adalah tolak ukur dasar dan
termudah dalam melihat kemampuan daerah dalam penyediaan informasi secara
elektronik. Hal ini dengan sendirinya berlaku pula untuk Sistem Informasi
Pelayanan Publik yang hingga kini masih kabur mengenai bentuk dan
arsitekturnya bahkan belum ada pedoman atau petunjuk teknis yang menjadi
pedoman daerah dalam menjalankan amanah undang-undang ini.
Dalam undang-undang pelayanan publik No. 25 tahun 2009 tersebut
memuat banyak hal yang menjadi kewajiban para penyelenggara dan pelaksana
pelayanan publik. Didalam pasal 15 disebutkan sebanyak dua belas kewajiban
yang wajib dipenuhi Oleh penyelenggara dalam pelayanan publik, dan lima
kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaksana pelayanan publik, yang di
maksud dengan penyelenggara dan pelaksana dalam pelayanan publik dalam
hal ini, adalah setiap institusi penyelengara negara, korporasi dan lembaga
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independen yang di bentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk sematamata untuk
kegiatan pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat,
pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi
Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau erangkaian tindakan
pelayanan publik.
Dalam UU No. 25 Tahun 2009 pasal 23, penyelenggara berkewajiban
mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau
nonelektronik, sekurang- kurangnya meliputi:
a. Profil penyelenggara, meliputi nama, penanggung jawab,
pelaksana,struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, alamat
pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).
b. Profil pelaksana, meliputi meliputi pelaksana yang bertanggung jawab,
pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat pengaduan, nomor telepon,
dan pos-el (email).
c. Standar pelayanan, berisi informasi yang lengkap tentang keterangan
yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut Maklumat
pelayanan yaitu adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
d. Pengelolaan pengaduan merupakan proses penanganan pengaduan
mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai
dengan kepastian penyelesaian pengaduan; dan
e. Penilaian kinerja, merupakan hasil pelaksanaan penilaian
penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri,
bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan
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penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan
menggunakan metode penilaian tertentu.
Dalam Ketentuan Umum Undang-undang Pelayanan Publik, disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah tolok ukur yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraanpelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,cepat, mudah, terjangkau
dan terukur. Komponen standar pelayanan ini diatur dalam Pasal 21 undang-
undang tersebut, yang meliputi sekurang-kurangnya empat belas aspek: (a)
dasar hukum;(b) persyaratan;(c) sistem, mekanisme, dan prosedur;(d) jangka
waktu penyelesaian;(e) biaya atau tarif;(f) produk pelayanan;(g) sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas;(h) kompetensi pelaksana;(i) pengawasan
internal;(j) penanganan pengaduan, saran, dan masukan;(k) jumlah Pelaksana;(l)
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakansesuai
dengan standar pelayanan;(m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmenuntuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan
risiko keragu-raguan;dan(n) evaluasi kinerja pelaksana.
Ada banyak pengertian mengenai pelayanan menurut para ahli dalam
Alandari (2013) diantaranya menurut Kotler (2000), pelayanan sebagai tindakan
atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada
dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak memiliki kepemilikan
sesuatu. Selanjutnya Lovelock, Patterson dan Walker (2004) mengemukakan
bahwa pelayanan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen
utama yaitu operasi jasa (service operation) dan penyampaian jasa (delivery
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service) yang diberikan kepada pelanggan (customer). Ada 3 (tiga) bentuk
pelayanan yang diutarakan oleh Moenir (1992 : 191), yaitu :
1. Pelayanan dengan lisan, pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh
petugas bidang-bidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi
dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau
keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang
tersedia.
2. Pelayanan melalui tulisan, dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan
dapat berupa penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya
berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering
terjadi.
3. Pelayanan dalam bentuk perbuatan, adalah pelayanan yang diberikan
dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar
kesanggupan dalam penjelasan secara lisan.
Produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat.
Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu berupa
layanan civil, maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya
menyangkut pemenuhan suatu hak.
Napitupulu (2007:164) menerangkan bahwa:
“Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan
kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa
dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat
dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi
dalam proses mengkonsumsui jasa tersebut”.
Dijelaskan oleh Gronroos (dalam Ratminto 2005) pelayanan adalah suatu
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata ( tidak dapat
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diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi layanan
yang dimaksudnya untuk memecahkan permasalahan konsumen atau
pelanggan.
Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan dapat disimpulkan sebagai
kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau
masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan.
II.5 Konsep Pelayanan Perizinan berbasis E-Government
Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan
barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan
berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan. Perizinan
merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga
perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Proses perizinan, khususnya
perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keinginan dan
keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya.
Menurut Ratminto & Atik Septi W Pelayanan administrasi pemerintahan
atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai:
“segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah,
dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk
pelayanannya adalah izin atau warkat.
Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan
jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin
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segala aktivitas. Jadi, pelayanan perizinan adalah segala bentuk tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau
melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.
Nations (Department of Economic and Social Affairs, 2010) melakukan
pemeringkatan e-government tiap negara berdasarkan indeks pengembangan e-
government. Indeks ini terdiri dari tiga komponen yaitu: komponen layanan
online, komponen infrastruktur telekomunikasi, dan komponen sumberdaya
manusia. Berdasarkan survey tersebut maka indeks untuk Indonesia adalah
0.4026, yang menduduki peringkat ketujuh di Asia Tenggara dan peringkat ke-
109 dunia dari 189 negara yang disurvey. Terlihat bahwa peringkat 5 Indonesia
sangat jauh bahkan jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asean, yang
berarti bahwa penerapan e-government untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat di Indonesia masih sangat rendah. Untuk memperbaiki hal itu dan
mengejar ketertinggalan di bidang e-government, maka pemerintah (pusat dan
daerah) harus mereformasi layanan publiknya dan meningkatkan penerapan
egovernment di segala bidang dengan cara meningkatkan layanan online, menin
gkatkan infrastruktur telekomunikasi, dan meningkatkan sumberdaya manusia.
Di antara banyak layanan yang disediakan pemerintah bagi warganya,
satu diantaranya adalah masalah perizinan. Perizinan di seluruh di Indonesia
merupakan sesuatu hal yang sensitif, baik karena sulitnya mengakses informasi
perizinan maupun adanya anggapan negatif terhadap aparat pemerintah. Jika
akan berurusan dengan pemerintah, orang-orang biasanya berpikir bahwa
pemerintah adalah birokrasi yang hirarkis dan kaku, prosedurnya berbelit-belit,
tidak efisien dan tidak mampu melayani rakyatnya dengan baik (Ho, 2002). Untuk
itu diperlukan suatu media informasi yang interaktif, efektif, efisien, dan ekonomis
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guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Hakim, 2009).
Egovernment menawarkan kesempatan untuk memberikan modus baru bagi
pelayanan publik di mana semua organisasi publik memberikan layanan modern,
terpadu dan terbaik bagi masyarakat (Silcock, 2001).
Terdapat banyak model pengembangan e-government yang terbukti
sukses diterapkan oleh beberapa negara maju seperti Model Holistik Wimmer,
Model Empat Tahap Gartner, Model Empat Tahap Layle & Lee, Model Lima
Tahap United Nation, dan lain-lain. Namun demikian, model e-government yang
telah sukses diterapkan di negara-negara maju tidak semerta-merta cocok
diterapkan di negara berkembang, hal ini terjadi karena perberbedaan
infrastruktur
antara negara maju dengan negara berkembang (termasuk masalah teknis,
sosial, budaya, politik dan ekonomi), sehingga untuk negara berkembang
perlumenciptakan model yang disesuaikan dengan kebutuhannya (Zarei et.al,
2008).
II.6 Konsep SMS Gateway
II.6.1. Short Message Service (SMS)
SMS adalah teknologi yang memungkinkan untuk menerima maupun
mengirim pesan antar telepon bergerak (ponsel). Teknologi ini pertama kali
diperkenalkan pada tahun 1992 di Eropa oleh ETSI (European
Telecomunications Standart Institute), dan pada awalnyamenjadi suatu standar
untuk telepon wireless yang berbasis GSM (Global System for Mobile
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Communications). Namun, teknologi lain seperi CDMA dan TDMA pen
memasukkan SMS sebagai fitur standar.
Sesuai dengan namanya, SMS yang berarti layanan pendek, maka besar
data yang ditampung oleh SMS sangatlah terbatas. Untuk satu SMS yang
dikirimkan, hanya dapat menampung paling banyak sebesar 140 byte atau sekira
1120 bites. Bila diubah kedalam bentuk karakter, maka untuk satu SMS hanya
dapat berisi paling banyak 160 karakter untuk karakter lain, 70 untuk karakter
non-latin seperti Cina maupun Jepang.
II.6.2. SMS Gateway
Istilah gateway, bila dilihat pada kamus Inggris-Indonesia diartikan
sebagai pintu gerbang. Namun pada dunia komputer, gateway dapat berarti juga
sebagai jembatan penghubung antar satu sistem dengan sistem lain yang
berbeda, sehingga dapat terjadi suatu pertukaran data antar sistem tersebut.
Dengan demikian, SMS gateway dapat diartikan sebagai suatu penghubung
untuk lintas data SMS, baik yang dikirimkan maupun yang diterima.
Seiring perkembangan teknologi komputer, baik dari sisi hardware
maupun software, dan perkembangan teknologi komunikasi, SMS gateway tidak
lagi dimaksudkan sebagai ilustrasi diatas. Masyarakat lebih mengartikan SMS
gateway sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan perangkat
komunikasi (dalam hal ini ponsel) dengan perangkat komputer yang menjadikan
aktifitas SMS lebih mudah dan menyenangkan . Pengertian SMS gateway
kemudian lebih mengarah pada sebuah program yang mengkomunikasikan
antara sistem komputer, dengan perangkat komunikasi yang terpasang untuk
mengirim SMS.
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SMS Gateway berperan dalam mempermudah masyarakat, dalam hal ini
pemohon izin untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan prpses izin yang
telah mereka ajukan. Sistem informasi ini memilih Teknologi Short Message
Service, dengan dasar pemikiran bahwa masyarakat awam pun dewasa ini tidak
asing lagi dengan fasilitas provider-provider seluler tersebut. Kemudahan akses
dan biaya akses untuk golongan masyarakat tertentu menjadi alasan yang lebih
spesifik.
II. 7 Kerangka Konseptual
Layanan yang berkualitas pada prinsipnya adalah layanan yang
cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan
prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu (A.Batinggi dan Badu Ahmad,
2013).
Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dapat diperoleh
apabila terdapat kesesuaian antara nilai kerja pelayanan dengan nilai harapan
masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Untuk melihat kualitas bagaimana
pemanfaatan SMS Gateway dalam meningkatkan pelayanan perizinan terpadu
dan penanaman Modal Kota Makassar, dapat digunakan teori Parasuraman dan
Zeitham (dalam Rakhmat, 2009;108) beliau mengemukakan lima dimensi
kualitas layanan, yaitu :
1. Tangible, yaitu faktor fasilitas fisik, peralatan atau sarana dan pegawai yang
dimiliki oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penaman Modal Kota Makassar
dalam pemanfaatan SMS Gateway.
2. Reliability; dimaksudkan sebagai suatu kemapuan untuk memberikan
palayanan yang telah dijanjikan dengan segera, tepat, akurat dan terpercaya.
Untuk itu kualitas yang handal merupakan harapan pelanggan berarti bahwa
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suatu pelayanan setiap saat dituntut untuk dapat dilaksanakan dengan
segera melalui cara yang benar tanpa ada kesalahan didalamnya.
3. Responsiveness, yaitu keinginan para pegawai untuk membantu para
pelanggan dalam hal ini masyarakat yang ingin mendapatkan informasi
terkait sampai dimana proses perizinannya, sehingga pegawai dalam
memberikan pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat,
tepat dan tanggap. Daya tanggap berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
yang dipersepsikan oleh pelanggan termasuk dalam dimensi ini waktu tunggu
untuk memperoleh pelayanan.
4. Assurance, merupakan pengetahuan, kemampuan dan keramahan pegawai
untuk dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan
kepada organisasi. Aspek ini meliputi kompetensi atau kemampuan dalam
memberikan pelayanan yang didukung oleh adanya rasa hormat, dapat
dipercaya, jaminan rasa aman bagi pelanggan.
5. Empath, merupakan kepedulian, ketulusan, perhatian, serta berbagai
kemudahan dalam komunikasi yang diberikan oleh organisasi dan
pegawainya kepada masyarakat yang sedang mengurus berkas perizinan,
juga perlunya kemampuan mengadakan pendekatan secara individu dan
upaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.
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Gambar 4.
Bagan Model Kerangka Konsep
Berkas/Data
Pengajuan
Perizinan
Dimensi Kualitas Pelayanan :
1. Tangible (bukti fisik)
2. Realibility (kepercayaan)
3. Responsivennes (daya
tanggap)
4. Assurance (jaminan)
5. Empath (empati)
SMS Gateway Pemohon
Izin
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
mengenai pemanfaatan SMS Gateway pada Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan SMS Gateway pada Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Ini berarti untuk
mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berdasarkan keilmuan
yaitu rasional, empiris dan sistematis. Untuk memperoleh semuanya itu, maka
dalam bab ini penulis akan menjabarkan metode yang akan digunakan untuk
memperoleh data penelitian yang valid.
III.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan
desain studi kasus (case study) dimana penelitian yang digunakan bersifat
deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian
yang diteliti. Deskriftif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan
memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis
pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial (Bungin, 2007).
Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini karena dianggap
sangat relevan dengan materi penulisan skripsi. Sehingga memudahkan penulis
untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami
Pemanfaatan SMS Gateway dalam meningkatkan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Makassar.
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Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara
yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan
menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh
data, maka hubungan peneliti dengan narasumber/informan bersifat independen.
III.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa penerapan teknologi
informasi berupa SMS Gateway belum berjalan secara efektif. Hal tersebut
diakibatkan fasilitas yang mendukung program SMS Gateway berupa server
mengalami gangguan. Dan kurangnya tenaga ahli juga menghambat penerapan
SMS Gateway.
III.3 Fokus Penelitian
Fokus penelitian yang dikategorikan sebagai studi kasus (case study),
yang digunakan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan
cara menganalisanya secara mendalam (Soewadji, 2012). Dalam penyusunan
penelitian ini, penulis menggunakan fokus penelitian kelompok aktor atau
organisasi yang dalam hal ini yaitu pada Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar sebagai aktor yang terlibat dalam
pengelolaan pelayanan perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi
berupa SMS Gateway.
Adapun Parasuraman dan Zeitham (dalam Rakhmat, 2009;108)
mengemukakan lima dimensi kualitas layanan, yaitu :
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1) Tangible, yaitu faktor fasilitas fisik, peralatan atau sarana dan pegawai
yang dimiliki oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penaman Modal Kota
Makassar dalam pemanfaatan SMS Gateway.
2) Reliability; dimaksudkan sebagai suatu kemapuan untuk memberikan
palayanan yang telah dijanjikan dengan segera, tepat, akurat dan
terpercaya. Untuk itu kualitas yang handal merupakan harapan
pelanggan berarti bahwa suatu pelayanan setiap saat dituntut untuk
dapat dilaksanakan dengan segera melalui cara yang benar tanpa
ada kesalahan didalamnya.
3) Responsiveness, yaitu keinginan para pegawai untuk membantu para
pelanggan dalam hal ini masyarakat yang ingin mendapatkan
informasi terkait sampai dimana proses perizinannya, sehingga
pegawai dalam memberikan pelayanan dituntut untuk memberikan
pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap. Daya tanggap
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh
pelanggan termasuk dalam dimensi ini waktu tunggu untuk
memperoleh pelayanan.
4) Assurance, merupakan pengetahuan, kemampuan dan keramahan
pegawai untuk dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dari
pelanggan kepada organisasi. Aspek ini meliputi kompetensi atau
kemampuan dalam memberikan pelayanan yang didukung oleh
adanya rasa hormat, dapat dipercaya, jaminan rasa aman bagi
pelanggan.
5) Empath, merupakan kepedulian, ketulusan, perhatian, serta berbagai
kemudahan dalam komunikasi yang diberikan oleh organisasi dan
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pegawainya kepada masyarakat yang sedang mengurus berkas
perizinan, juga perlunya kemampuan mengadakan pendekatan
secara individu dan upaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan
pelanggan.
III.4 Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,
dan berbagai cara, menurut Sugiyono (2011:156). Menurut Lofland dan Lofland
(1984:47), sebagaimana yang dikutip Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian yang dilakukan
dalam penelitian lapangan dan dari penelitian yang didapatkan dari dua jenis
data, serta dengan menggunakan beberapa instrumen teknik pengumpulan data.
1. Data Primer
Data primer dalam hal ini diperoleh dari beberapa narasumber atau
informan yang mampu menjelaskan bagaimana penerapan dan kendala
yang dihadapi dalam pemanfaatan SMS Gateway, kemudian bagaimana
mekanisme kerja SMS Gateway dalam memberikan pelayanan perizinan
kepada masyarakat. Narasumber yang dimaksudkan, yaitu: 1. Kepala
Bidang Data dan Pengendalian, 2. Staf Bidang Data dan Pengendalian, 3.
Pemohon Izin pengguna SMS Gateway. Guna memperoleh data tersebut,
teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dan Observasi.
2. Data Sekunder
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Data Sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini bersumber dari
beberapa literatur atau dokumen yang menjelaskan mengenai aturan
tentang proses pelayanan perizinan yang resmi dan bagaimana alur
penggunaan SMS Gateway dalam Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar. Sedangkan teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen.
III.5 Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu: 1. Kepala
Bidang Data dan Pengendalian pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Makassar, 2. Staf Bidang Data dan Pengendalian, 3. Pemohon Izin
pengguna SMS Gateway. Informan diharapkan dapat memberikan keterangan
dan informasi yang baik dan benar tentang hal-hal yang akan diteliti.
III.6 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis data
Teknik analisa dilakukan secara secara terus-menerus dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,
pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan
sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis
data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan
Huberman, antara lain:
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang
compatible terhadap penelitian, kemudian observasi langsungke lapangan
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untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data
yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan
tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusatpenelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam
bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih
kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution
drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi
yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang
pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasinya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
IV.1 Gambaran Umum Instansi
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ialah
salah satu instansi yang dibentuk dengan harapan dapat mempercepat upaya
mensejahterakan masyarakat Makassar, baik masyarakat maupun aparatur
pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam
kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan
mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan
guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu
bekerja sebagai wirausaha yang mandiri.
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Makassar adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis
pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal,
baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi
daerah.
IV.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal (BPTPM) Kota Makassar
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang di
bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7) dan Peraturan
Walikota Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan Izin di Kota Makassar.
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Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala Walikota
Makassar, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Tugas Pokok :
Bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas
Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar
dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2013 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar.
b. Fungsi :
1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan penanaman modal ;
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan di
bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal ;
3. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu ;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan
non perizinan di bidang penanaman modal ;
5. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan penanaman modal ;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang perizinan dan non perizinan ;
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7. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang perizinan dan non perizinan;
8. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi, pemrosesan /
pengolahan dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi, pemrosesan /
pengolahan dan pelaporan penyelenggaran perizinan dan non perizinan ;
10. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian atas
pengaduan ;
11. Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penananman Modal ;
12. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis perizinan melalui
Tim teknis.
13. Perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan
pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya ;
14. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya ;
15. Pelaksanaan kesekretariatan ;
16. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dan tenaga fungsional.
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IV.1.2 Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Makassar
Adapun Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar yakni VISI :
“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Bagi Semua Melalui
Penyelenggaraan Perizinan Dan Penanaman Modal Yang Berkelas Dunia”.
Sedangkan MISI Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
yang transparan akuntabel dan bebas korupsi.
2. Modernisasi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui penerapan
teknologi informasi.
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan sistem
penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).
4. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing inverstasi.
IV.1.3 Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Makassar
Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai
Kebijaksanaan Walikota dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendaliakan
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tugas-tugas Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan
administrasi perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada
masyarakat;
b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan bidang penerbitan
izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan pungutan
biaya perizinan dan pembukuan;
d. Penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengkoordinasian
dan penyusunan program pendataan izin dan pembuatan laporan izin yang
telah diterbitkan;
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh
satuan kerja di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a. pengelolaan ketatausahaan Badan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
c. pelaksanaan urusan keuangan Badan;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan Badan;
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan.
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2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis
ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan
urusan rumah tangga Badan.
2.2 Subbagian Keuangan
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas teknis
keuangan.
2.3 Subbagian Perlengkapan
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis
perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.
3. Bidang Pelayanan Perizinan
Bidang Pelayanan Perizinan mrempunyai tugas menyusun rencana, meneliti
berkas pemohon dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas, bidang pelayanan menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pelayanan Perizinan;
b. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan;
c. Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program Bidang
Pelayanan Perizinan;
d. Penyusunan perencanaan Bidang Pelayanan Perizinan;
e. Pelaksanaan monitoring program Bidang Pelayanan Perizinan;
f. Penginventarisasian permasalahanyang timbul dan merumuskan langkah-
langkah pemecahannya;
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g. Pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran
yang telah ditetapkan;
h. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan bidang Pelayanan
Perizinan;
i. Pengkoordinasian internal dengan sekretaris, bidang-bidang serta koordinasi
eksternal dengan satuan kerja terkait dalam penyusunan rencana dan
program Bidang Pelayanan Perizinan;
j. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
3.1 Subbidang Informasi dan Pengaduan
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah bahan dan data terkait
informasi dan pengaduan terkait perizinan.
3.2 Subbidang Pendaftran dan Penyerahan Perizinan
Mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas pemohon, melakukan
penginputan dan proses penerbitan izin serta melakukan koordinasi sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksnakan tugasnya.
4. Bidang Pengolahan Perizinan
Bidang Pengolahan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan
penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan serta penetapan SKRD.
Bidang pengolahan perizinan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pengolahan Perizinan;
b. Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program
pembangunan di bidang Pengolahan Perizinan;
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c. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengolahan Perizinan;
d. Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perizinan;
e. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang Pelayanan Perizinan;
f. Pelaksanaan pelayanan perizinan;
g. Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan
permohonan izin;
h. Pengkoordiniran pengolahan data perizinan;
i. Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap
permohonan izin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan;
j. Pengkoordiniran pelaksanaan proses perijinan, dan persiapan konsep Surat
Keputusan Perizinan;
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang
pelayanan perizinan;
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di
Bidang Pelayanan Perizinan.
m. Menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi
pelayanan perizinan;
n. Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan; dan pengelolaan administrasi
urusan tertentu.
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5. Bidang Penanaman Modal
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengakajian,
penelitian dan promosi potensi daerah, penyusunan profil investasi daerah dalam
rangka kerjasama antar daerah dalam luar negeri. bidang penanaman modal
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Penanaman Modal;
b. Melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan penanaman modal daerah;
c. Melaksanakan pengkajian dan penelitian mengenai potensi penanaman modal
daerah;
d. Melaksanakan penyusunan profil investasi daerah;
e. Melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan
potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha
unggulan/prioritas;
f. Melaksanakan konsultasi, bimbingan dan pengendalian teknis pemberian
persetujuan proyek baru, perluasan PMDN dan perubahan atas bidang
usaha/proyek yang menjadi kewenangan daerah;
g. Melaksanakan pengumpulan dan mengsistematisasikan data peruntukan
tanah sesuai dengan rencana tata kota dan rencana tata guna tanah;
h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penanaman modal serta penggunaan fasilitas penanaman modal;
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i. Melaksanakan promosi potensi daerah;
j. Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri dalam bidang
penanaman modal;
k. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
5.1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan
Mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan pengkajian dan
penelitian potensi daerah, menyusun profil investasi daerah serta menyusun
laporan.
5.2. Subbidang Promosi dan Investasi
Mempunyai tugas menyusun rencana dan mendorong pengembangan
dunia usaha serta transformasi potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi
melalui promosi potensi dan peluang investansi di dalam negeri dan luar negeri.
6. Bidang Data dan Pengendalian
Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data, dokumentasi dan penerapan telnologi informasi dan regulasi,
monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. Bidang
data dan pengendalian menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data dan Pengendalian;
b. Penyusunan bahan pengelolaan Data, Dokumentasi dan Penerapan
teknologi informasi;
c. Pengelolaan regulasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
54
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman
modal;
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
6.1 Subbidang Data, Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi dan
penerapan teknologi informasi.
6.2. Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan data dan bahan
terkait regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman
modal.
IV.1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Pegawai Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.
Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar salah satu faktor yang penting adalah faktor
sumber daya manusia aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan pada
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tahun 2014
ialah sebanyak 87 orang. Dengan presentase 44 tenaga kontrak dan 43 pegawai
negeri sipil.
Pegawai merupakan salah satu kunci pokok dalam pelaksanaan tugas atau
pekerjaan organisasi untuk melaksanakan tuntutan tugas atau pekerjaan
tersebut. Untuk mengetahui keadaan pegawai Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut :
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1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dalam pelaksanaan tugas selain jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh
sebuah instansi atau organisasi, dalam pelaksanaan tugas juga membutuhkan
adanya kemampuan dan keterampilan dari pegawai. Adapun tingkat pendidikan
yag dimiliki oleh pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenis Pendidikan Laki – laki Perempuan Jumlah
1
2
3
4
5
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
5
17
2
16
1
8
24
3
10
1
13
41
5
26
2
JUMLAH 41 46 87
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Makassar paling banyak memiliki tingkat pendidikan
S1 dengan jumlah 41 orang, kemudian tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah
26 orang, tingkat pendidikan S2 dengan jumlah 13 orang, tingkat pendidikan D3
dengan jumlah 5 orang dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP
ialah 2 orang.
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2. Pegawai Berdasarkan Golongan
Adapun jumlah pegawai pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Makassar terdiri dari beberapa golongan yaitu golongan II, III, dan
golongan IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.2
Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai BPTPM Kota Makassar
No Golongan Laki – laki Perempuan Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
III/d
II/c
II/b
II/a
Tenaga kontrak
-
1
4
4
2
2
3
2
2
2
-
19
1
-
2
3
6
2
1
1
-
4
1
25
1
1
6
7
8
4
4
3
2
6
1
44
JUMLAH 41 46 87
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai berpangkat/golongan
IV berjumlah 8 orang, pegawai berpangkat/golongan III berjumlah 23 orang,
pegawai berpangkat/golongan II berjumlah 9 orang, dan jumlah tenaga kontrak
44 orang.
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IV.1.5 Mekanisme pelayanan pada Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar.
Pada BPTPM Kota Makassar ada 14 pelayanan perizinan yang disediakan:
1. Izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Izin gangguan (HO)
3. Izin penjualan minuman beralkohol
4. Izin trayek
5. Izin usaha perikanan
6. Izin jasa konstruksi
7. Izin usaha industri
8. Tanda daftar industri (TDI)
9. Tanda daftar pariwisata
10. Izin penyelenggaraan pelatihan
11. Izin kesehatan
12. Tanda daftar gudang (TDG)
13. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing
14. Izin reklame
Dari ke-14 perizinan tersebut, ada 5 diantaranya yang termasuk dalam non
retribusi yakni:
1. Surat izin usaha perdagangan
2. Tanda daftar perusahaan
3. Tanda daftar usaha pariwisata
4. Izin usaha jasa konstruksi
5. Apotik
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Berikut beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam
memenuhi kelengkapan berkas untuk penerbitan perizinan yakni:
1. Izin mendirikan bangunan (IMB) persyaratannya:
a. Fotocopy KTP pemohon.
b. Fotocopy surat bukti pemilikan/penguasaan tanah.
c. Fotocopy PBB tahun berjalan.
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
e. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi tanah tidak dalam sengketa,
diketahui lurah dan camat.
f. Gambar rencana bangunan dan perhitungan 5 rangkap dan melampirkan
SIPB.
g. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
2. Izin gangguan/HO persyaratannya:
a. Surat keterangan lurah/camat.
b. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
c. Rekomendasi instansi teknis sesuai kebutuhan.
d. Fotocopy akte perusahaan yang berbadan hukum.
e. Fotocopy PBB tahun berjalan.
f. Fotocopy bukti kepemilikan lokasi usaha (Sertifikat).
g. Fotocopy IMB dan gambar bangunan.
h. Surat pernyataan pemohon bahwa tempat usaha tidak menggangu
lingkungan sekitar.
i. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
Jika ingin melakukan perpanjangan persyaratannya:
a. Surat izin gangguan asli.
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b. Fotocopy akte perusahaan yang berbadan hukum.
c. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
d. Fotocopy PBB tahun berjalan.
e. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
3. Izin penjualan minuman beralkohol persyaratannya:
a. Fotocopy SITU.
b. Fotocopy SIUP.
c. Fotocopy TDP.
d. Fotocopy KTP.
e. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum.
f. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
4. Izin trayek persyaratannya:
a. Fotocopy KTP pemohon.
b. Fotocopy/asli izin usaha angkutan.
c. Fotocopy/asli surat tanda nomor kendaraan (STNK).
d. Fotocopy/asli buku tanda uji kendaraan bermotor (KEUR) kota Makassar.
e. Surat pengantar perusahaan angkutan.
f. Pernyataan memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan
bermotor.
g. Pernyataan memilki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan
bermotor.
5. Izin usaha perikanan persyaratannya:
a. Fotocopy KTP pemohon.
b. Fotocopy akte perusahaan yang berbadan hukum.
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c. Fotocopy SITU.
d. Fotocopy SIUP.
e. Fotocopy NPWP.
6. Izin jasa konstruksi persyaratannya:
a. Fotocopy sertifikat badan usaha (SBU).
b. Fotocopy izin tempat usaha (SITU).
c. Fotocopy KTP pemohon.
d. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
7. Izin usaha industri (IUI) persyaratannya:
a. Fotocopy akte perusahaan bagi yang berbadan hukum.
b. Fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab.
c. Fotocopy NPWP tahun terakhir.
d. Fotocopy SITU/HO
e. Dokumen lingkungan hidup (AMDA, UKL/UPL, dan SPPL)
f. Data nilai investasi perusahaan.
g. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar.
h. Materai Rp 6.000 sebanyak 2 lembar.
8. Tanda daftar industri persyaratannya:
a. Mengajukan permohonan TDI.
b. Fotocopy akte perusahaan bagi yang berbadan hukum.
c. Fotocopy TDI lama bagi pembaharuan izin.
d. Fotocopy NPWP.
e. Fotocopy SITU.
f. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).
g. Rekomendasi instansi teknis.
61
h. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
9. Tanda daftar pariwisata persyaratannya:
a. Fotocopy akte pendirian perusahaan.
b. Fotocopy izin tempat usaha (SITU).
c. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
d. Fotocopy surat izin gangguan.
e. Pas foto ukuran 3x4 cm ebanyak 2 lembar.
10. Izin penyelanggaraan pelatihan persyaratannya:
a. Surat permohonan lembaga latihan swasta.
b. Fotocopy SITU.
c. Fotocopy akte pendirian yayasan/lembaga latihan yang telah disahkan
oleh pengadilan.
d. Nama dan daftar riwayat hidup penanggungjawab lembaga (dengan
melampirkan fotocopy ijazah terakhir/KTP).
e. Surat keteranga domisili, lembaga dari kelurahan/desa.
f. Surat pernyataan mempunyai dana yang cukup untuk kelangsungan
kegiatan LLS.
g. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
h. Bagi lembaga/pelatihan kerja yang pendiriannya memanfaatkan fasilitas
penanaman modal asing, harus melampirkan rekomendasi dari BKPMD.
11. Izin kesehatan persyaratannya:
a. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum.
b. Rekomendasi dari instansi teknis (DinKes).
c. Fotocopy KTP pemilik.
d. Fotocopy NPWP.
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e. Fotocopy SITU.
f. Fotocopy IMB/Gambar.
g. Bukti kepemilikan lokasi.
h. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar
12. Tanda daftar gudang persyaratannya:
a. Fotocopy KTP pemilik.
b. Fotocopy SITU.
c. Fotocopy SIUP.
d. Fotocopy IMB/Gambar.
e. Fotocopy akte perusahaan bagi yang berbadan hukum.
13. Izin mempekerjakan tenaga asing persyaratannya:
a. Surat permohonan dari perusahaan (sponsor).
b. Fotocopy passport yang berlaku.
c. Fotocopy RPTK (rencana penggunaan tenaga kerja).
d. Fotocopy KITTAS yang masih berlaku dari imigrasi.
e. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar berwarna dengan latar warna
merah.
f. Fotocopy POA dari kepolisian.
14. Izin reklame persyaratannya:
a. Surat permohonan.
b. Gambar reklame.
c. Fotocopy KTP
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Gambar 5
Bagan arus prosedur perizinan pada BPTPM
Berdasarkan peraturan walikota Makassar No 20 tahun 2014
Pengambilan formulir
&
Penyerahan berkas
Penyerahan izin
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PEMILAHAN BERKAS
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KEPALA
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4. Jumlah Pengunjung yang Mengurus Perizinan
Tabel 4.3
Daftar jumlah pengunjung yang mengurus perizinan
di BPTPM Kota Makassar
(Sumber: Bidang Data dan Pengendalian BPTPM Kota Makassar, 2015)
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pengunjung yang
mengurus perizinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) setiap hari, minggu dan
bulannya dengan total 120 orang, kemudian untuk perizinan HO (Izin gangguan)
dengan total 240 orang, dan untuk perizinan perdagangan dengan total 200
orang, untuk perizinan industri dengan total 40 orang, kemudian untuk perizinan
TDP (Tanda daftar perdagangan) dengan total 60 orang serta untuk perizinan
TDI (Tanda daftar industri) dengan total 20 orang.
NO JENIS IZIN
JUMLAH PEMOHON IZIN
TOTALHari Minggu Bulan
1 IMB 6 30 120 120
2 HO 12 60 240 240
3 PERDAGANGAN 10 50 200 200
4 INDUSTRI 2 10 40 40
5 TDP 3 15 60 60
6 TDI 1 5 20 20
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IV. 2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bidang Data dan Pengendalian
dapat digambarkan hasil penelitian sebagai berikut :
IV. 2.1 Hasil Penelitian
IV. 2.1.1 Alur Kerja SMS Gateway
Gambar 6
Bagan Optimalisasi SMS Gateway
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar telah
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya
dengan pembangunan sistem pelayanan berbasis komputerisasi yang
terintegrasi. Sistem yang dinamakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
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(SIPP) tersebut terbukti lebih efektif dan efisien dalam proses pelayanan
perizinan.
Menurut Kepala Bidang Data dan Pengendalian menyatakan bahwa:
“SMS Gateway SIPP berperan dalam mempermudah masyarakat, dalam
hal ini pemohon izin yang telah mereka ajukan. Sistem informasi ini
memilih teknologi SMS (Short Message Service) dengan dasar pemikiran
bahwa masyarakat awam pun dewasa ini tidak asing lagi dengan fasilitas
yang disediakan oleh provider-provider seluler. Kemudian kemudahan
dan biaya akses untuk golongan masyarakat tertentu menjadi alasan
yang lebih spesifik”
(wawancara 27 April 2015)
Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan
adanya penerapan SMS Gateway pada Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar, masyarakat lebih dimudahkan dengan
diberikan fasilitas pelayanan berupa SMS Gateway agar pemohon izin tidak perlu
lagi ke kantor untuk mengecek sampai dimana proses perizinannya dan dengan
hanya SMS pemohon izin bisa mendapatkan informasi.
Selanjutnya alur kerja dari SMS Gateway SIPP ( Sistem Informasi
Pelayanan Perizinan) menurut bapak Alif selaku operator bagian data dan
pengendalian Badan Perizinan dan Terpadu Penanaman Modal Kota Makassar
adalah, sebagai berikut :
1. User (pemohon izin) melakukan permintaan SMS sesuai dengan format
yang telah ditentukan dan memasukkan Nomor Registrasi seperti yang
tertera pada lembar tanda bukti permohonan izin.
2. Pada kenyataannya namun tanpa disadari, sebelum pesan tersebut
dikirimkan ke nomor seluler Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal, pesan user terlebih dahulu dikirim dan diproses antar/intra SMS
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hap inilah Center operator seluler . Kemudian pesan tersebut diteruskan
ke nomor seluler. Pada tahap inilah terkadang mempengaruhi cepat
lambatnya pesan tersebut sampai ke nomoe tujuan tergantung kesibukan
lalu lintas data SMS.
3. Modem, dalam hal ini digunakan untuk operator GSM maka juga
menggunakan GSM, menerima pesan yang dikirimkan SMS Center dari
operator GSM, menerima pesan yang dikirimkan SMS Center dari
operator GSM, dan tersimpan dalam outbox internal modem ke nomor
seluler user secara otomatis.
4. Komputer tempat modem GSM terpasang dilengkapi dengan program
aplikasi SMS Gateway. Aplikasi ini berfungsi membaca data-data pesan
yang terdapat dalam inbox modem, dengan interval pembacaan setiap
1,5 detik. Data SMS tersebut diproses satu persatu, dan program SMS
Gateway memeriksa apakah pesan tersebut valid sesuai dengan format
yang telah ditentukan, namun jika tidak valid, aplikasi secara langsung
mengirimkan pesan informasi ke outbox modem. Jika data tersebut valid,
maka program aplikasi akan meneruskan pencarian data ke Database
Server Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan
nomor registrasi dalam is i pesan tersebut. Program aplikasi secara
otomatis akan mengolah data berdasarkan hasil pencarian pada server,
baik data tersebut ditemukan ataupun tidak ditemukan, kemudian
meneruskan kembali ke outbox modem. Data yang tersimpan dalam
outbox modem merupakan pesan konfirmasi yang siap dikirimkan ke
nomor seluler user sesuai dengan nomor yang dipergunakan pada saat
melakukan pengiriman pesan.
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Pola yang sedikit berbeda untuk izin yang statusnya “ditolak” atau telah
selesai. Untuk memudahkan user (pemohon izin) server Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal secara otomatis akan mengirimkan
sinyal ke program SMS Gateway untuk memberikan “jawaban” tertentu ke
outbox internal modem.
IV.2.1.2 Pemanfaatan SMS Gateway dalam meningkatkan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar
1. Tangible (bukti fisik)
Tangible, yaitu faktor fasilitas fisik meliputi ruang kantor, perlengkapan
peralatan atau sarana dan pegawai yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan
demikian bukti langsung/wujud merupakan satu indikator yang paling konkrit.
Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihat. Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sebagai suatu
organisasi publik dalam hal ini yang memberikan pelayanan perizinan
memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat. Disamping didukung dengan
personil yang ada, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar juga didukung dengan
tersedianya sarana dan prasarana terutama dalam pemanfaatan SMS Gateway
Sarana dan prasarana yang terdapat di Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar diharapkan mampu menunjang tugas pokok
dan fungsi pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar. Namun pada kenyataannya dalam proses pelayanan perizinan terkait
pemanfaatan SMS Gateway terkadang terhambat dengan masih ada beberapa
komputer yang bermasalah. Ini diungkapkan berdasarkan hasil wawancara yang
69
dilakukan oleh peneliti kepada salah satu staf bidang data dan pengendalian
badan perizinan, beliau mengatakan bahwa :
“dari segi peralatan masih banyak kekurangan yang menghambat
penerapan SMS Gateway, mulai dari terbatas dan bermasalahnya
komputer yang digunakan. Dan server kadang mengalami gangguan
sehingga menghambat pengiriman informasi melalui SMS Gateway
kepada pemohon izin”
(wawancara 26 April 2015)
Fasilitas fisik yang digunakan dalam proses pelayanan perizinan di Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bukan hanya
komputer dan server yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui
SMS Gateway dalam meningkatkan pelayanan perizinan, faktor-faktor
pendukung lainnya seperti ruang tunggu serta alat-alat yang digunakan dalam
proses pemberian layanan kepada masyarakat merupakan hal yang harus
diperhatikan. Berbeda dengan hal tersebut, fasilitas lainya ini sudah dapat
dikatakan baik, ini di ungkapkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
Kepala Bidang Data dan Pengendalian, beliau mengatakan :
“fasilitas yang kami sediakan sudah baik, kami menyediakan ruang
tunggu yang nyaman dan bersih bagi pemohon izin yang melakukan
pengurusan. Hal tersebut dilakukan supaya pemohon izin puas dengan
layanan yang kami berikan ”
(wawancara 27 April 2015)
Mengenai fasilitas lainnya seperti ruang tunggu yang disediakan Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sesuai dengan
tanggapan salah satu pemohon izin yang mengurus Izin Usaha mengungkapkan
bahwa ruang tunggu yang disediakan sudah baik namun sistem nomor antrian di
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar juga tidak
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berfungsi. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pengguna bapak
HY, beliau mengatakan bahwa :
“menurut saya kenyamanan di ruang tunggu sudah baik, namun sistem
nomor antrian di BPTPM tidak berfungsi”
(wawancara 28 April 2015)
Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa
fasilitas yang disediakan dalam menunjang pemanfaatan SMS Gateway masih
kurang. Kemudian fasilitas pelayanan lainnya berupa sistem nomor antrian yang
tidak berfungsi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan yang
diberikan pihak Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar.
2. Reliability (Keandalan)
Reliability berkaitan dengan kinerja yang harus sesuai dengan harapan
pelanggan yang berarti kesiapan petugas saat diperlukan, ketepatan waktu
dalam menyelesaikan, tidak diskriminatif dalam pelayanan, dan melakukan
pekerjaan sesuai dengan standar dan kemampuan dalam memberi layanan.
Reliability atau keandalan merupakan kemampuan untuk melaksanakan jasa
sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu.
Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan masyarakat akan menurun bila
jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau
unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Makassar dalam menyampaikan jasa secara tepat
dan pembebanan biaya secara tepat. Namun dalam penggunaan SMS Gateway
ini khususnya pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar meskipun menjunjung tinggi dalam menghindari diskriminatif, akan
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tetapi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pihak Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum dapat memberikan
kepastian waktu dalam memberikan informasi melalui SMS Gateway kepada
masyarakat dalam hal ini pemohon izin.
Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Staf
Bidang Data dan Pengendalian pada Badan Perizinan Tepadu dan Penanaman
Modal Kota Makassar mengenai dimensi reliability. Kepala Bidang Data dan
Pengendalian menyampaikan bahwa adanya ketidaktepatan waktu dalam proses
pelayanan perizinan yang disampaikan melalui SMS Gateway di Badan Perizinan
Tepadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bukan karena adanya
diskriminatif bagi setiap pemohon izin, namun yang menjadi penghambat adalah
masalah jaringan yang mengalami gangguan sehingga lambat dalam
memberikan informasi kepada pemohon izin. Berikut merupakan hasil
wawancara yang penulis lakukan dengan Staf Bidang Data dan Pengendalian
yang bertanggung jawab dengan pemanfaatan SMS Gateway:
“izin tidak langsung diterbitkan harus ada proses. Proses tersebut
mempunyai tahapan-tahapan mulai dari proses pendaftaran, masuk ke
bagian pengolahan untuk teknis hingga peninjauan lapangan. Maka itu
digunakan SMS Gateway untuk menginformasikan kepada calon
pengusaha bahwa izin anda sudah hijau, kemudian dikirimkan ke no
teleponnya. Tetapi, akurasi ketepatan waktu pengiriman bergantung
pada jaringan, apabila jaringan mengalami gangguan maka sms
tersebut pending kepada pemohon izin tersebut”
(wawancara 26 April 2015)
Bukan hanya dari pihak Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Makassar yang merasakan hal tersebut, namun dari pihak pengguna jasa
juga merasakan hal yang serupa. Berikut hasil wawancara yang dikemukakan
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oleh bapak NS salah satu pemohon izin yang ingin mengurus IMB namun
terkendala karena lambat mendapatkan informasi:
“informasi yang diberikan pihak BPTPM melalui SMS Gateway kepada
saya pada saat itu tidak tepat waktu, karena saya harus menunggu
beberapa hari untuk mendapat balasan sms mengenai IMB yang saya
urus apakah sudah selesai atau belum”
(wawancara 28 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil
kesimpulan bahawa dalam dimensi keandalan ini yaitu berkaitan dengan kinerja
yang harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti kesiapan petugas
saat diperlukan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan, tidak diskriminatif dalam
pelayanan, dan melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan kemampuan
dalam memberi layanan belum tercermin pada Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar, itu dapat kita lihat dengan masih adanya
keluhan masyarakat dalam proses penyampaian informasi yang tidak tepat waktu
melalui SMS Gateway tersebut. Hal tersebut terjadi karena jaringan di Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang mengalami
gangguan, sehingga lambat menyampaikan informasi kepada masyarakat.
3. Responsiveness (Daya Tanggap)
Responsiveness, yaitu keinginan para pegawai untuk membantu para
pelanggan untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap. Daya
tanggap berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh
pelanggan termasuk dalam dimensi ini waktu tunggu untuk memperoleh
pelayanan.
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Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari
petugas dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini
merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan kepada pelanggan.
Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan, harus
mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang
yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari
pegawai untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan,
pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak
diketahui. Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan
SMS Gateway untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan murah maka
perlu adanya kesederhanaan dalam proses pelayanan perizinan.
Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Data
dan Pengendalian terkait kesederhanaan proses layanan perizinan dengan
menggunakan SMS Gateway sebagai media informasi:
“dengan adanya layanan SMS Gateway proses pelayanan pada BPTPM
yang tidak bisa diakses di mana saja oleh pemohon izin sekarang bisa
diakses dengan hanya menggunakan Handphone. Cukup dengan
melakukan pengiriman pesan dengan keyword tertentu. Untuk sistem ini
menggunakan keyword : Izin [spasi] NO. Registrasi Pemohon. Nomor
Registrasi tersebut tercantum pada lembaran/struk yang didaptkan pada
saat pemohon izin telah melakukan pendaftaran permohonan izin”
(wawancara 27 April 2015)
Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu RA salah satu pemohon izin
yang menggunakan SMS Gateway mengatakan bahwa:
“saya merasa diuntungkan dengan adanya SMS Gateway, karena cukup
mengirim pesan ke NO. Registrasi yang disediakan BPTPM sehingga
saya tidak perlu mengecek ke kantor proses IMB yang saya ajukan.”
(wawancara 28 April 2015)
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Dari hasil wawancara dengan kepala bidang data dan pengendalian di
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dan juga salah
satu pemohon izin yang menggunakan SMS Gateway dapat ditarik kesimpulan
bahwa kecepatan pelayanan dan kesederhanaan prosuder pelayanan
merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu,
untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar yang menggunakan SMS Gateway sebagai
media informasi kepada masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh
mana keberadaan proses perizinan yang dimohonkan.
4. Assurance (Jaminan)
Assurance, mencakup kepastian hukum, pengetahuan, kemampuan
aparat, keterampilan dan prestasi yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya,
resiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan
untuk masyarakat bagi warganya terhadap yang apabila resiko itu terjadi akan
dapat mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal, untuk
menghindari hal-hal yang tidak dinginkan maka sebelum diadakannya proses
pelayan perzinan semua staf hendaknya tahu bagaimana standar operasional
prosedur pelayanan perizinan itu sendiri sehingga diperlukan adanya pelatihan-
pelatihan untuk staf dan semua pegawai yang berperan serta di Badan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.
Mengenai indikator Assurance (jaminan) yang terdapat pada Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar berdasarkan hasil
wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bidang Data dan
Pengendalaian, menyatakan bahwa:
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“ada program agar semua pegawai memiliki pemahaman dalam
memberikan pelayanan kepada pemohon izin. Program tersebut ialah
pelatihan etika, tata krama, dan sopan santun baik dalam berbicara
maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pemohon izin
tidak merasa bahwa pelayanan yang diberikan itu tidak baik”
(wawancara 27 April 2015)
Salah satu manfaat dengan adanya SMS Gateway ini sebagai media
informasi untuk mempermudah masyarakat ini ialah mengindari pencaloan.
Karena dalam dimensi Accurance adalah menjamin masyarakat dalam hal ini
pemohon izin agar bebas dari bahaya dan keragua-raguan. Berikut hasil
wawancara penulis dengan Staf Bidang Data dan pengendalian yang
bertanggung jawab dengan pemanfaatan SMS Gateway:
“SMS Gateway sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama dalam hal
kemudahan akses, selain itu menghindari praktek pencaloan. Karena
informasi mengenai penerbitan izin akan sampai langsung ke no telepon
pemohon izin tersebut”
(wawancara 26 April 2015)
Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ibu ER salah satu pemohon
izin, beliau mengatakan bahwa:
“menurut saya sms gateway sangat bermanfaat, tetapi saya lebih memilih
datang langsung ke kantor untuk mengecek apakah izin yang saya
mohonkan sudah bisa di diolah oleh pihak Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar”
(wawancara 28 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dalam
hal kepastian hukum, pengetahuan, kemampuan aparat, keterampilan dan
prestasi yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan
masih terbilang kurang karena masyarakat lebih memilih datang ke kantor untuk
mengecek sampai dimana proses perizinannya. Meskipun mereka tahu bahwa
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dengan disediakannya SMS Gateway sangat menguntungkan bagi pihak
pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kemampuan dan aparat
untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana manfaat dari
penggunaan SMS Gateway.
5. Empathy (Empati)
Empath, meliputi sikap karyawan yang mudah dihubungi, komunikasi
yang baik dengan masyarakat, memahami kebutuhan/keinginan pelanggan dan
melayani dengan ramah dan sopan. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan
secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya
pada situasi pelanggan.
Goleman (1997) menyatakan terdapat 3 (tiga) karakteristik kemampuan
seseorang dalam berempati, yaitu:
1. Mampu Menerima Sudut Pandang Orang Lain
Individu mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan
orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Dengan
perkembangan aspek kognitif seseorang, kemampuan untuk menerima sudut
pandang orang lain dan pemahaman terhadap perasaan orang lain akan
lebih lengkap dan akurat sehingga ia akan mampu memberikan perlakuan
dengan cara yang tepat.
2. Memiliki Kepekaan Terhadap Perasaan Orang Lain
Individu mampu mengidentifikasi perasaan-perasaan orang lain dan peka
terhadap hadirnya emosi dalam diri orang lain melalui pesan non verbal yang
ditampakkan, misalnya nada bicara, gerak-gerik dan ekspresi wajah.
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Kepekaan yang sering diasah akan dapat membangkitkan reaksi spontan
terhadap kondisi orang lain.
3. Mampu Mendengarkan Orang Lain
Mendengarkan merupakan sebuah ketrampilan yang perlu dimiliki untuk
mengasah kemampuan empati. Sikap mau mendengar memberikan
pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan orang lain dan mampu
membangkitkan penerimaan terhadap perbedaan yang terjadi.
Karakteristik empati juga ingin diterapkan pada Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Makassar, berperilaku sopan dan santun dan
memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
Siap melayani dengan cepat, tepat, ramah, pasti dan akuntabel serta tidak
meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun selain yang ditetapkan.
Berikut merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala
Bidang Data dan Pengendalian, beliau mengungkapkan bahwa :
“dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan
perizinan saya selalu menyampaikan kepada pegawai agar memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, jangan sampai
masyarakat tersinggung pada saat berkomunikasi dengan para pegawai
yang memberikan layanan perizinan. Dan para pegawai harus bersikap
santun dan ramah dalam memberikan layanan kepada masyarkat”
(wawancara 27 April 2015)
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu pegawai yang
menangani verifikasi berkas di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota
Makassar. Beliau menyatakan bahwa :
“pada saat pemohon izin melakukan verifikasi berkas kami selaku
pegawai yang bertanggung jawab selalu mendampingi dan memberikan
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kami juga
menjelaskan bahwa nomor registrasi pemohon izin guna mendapat SMS
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dari pihak BPTPM tertera pada lembaran/struk yang didapatkan pada
saat pemohon izin telah melakukan pendaftaran permohonan izin”
(wawancara 26 April 2015)
Adapun tanggapan masyarakat mengenai indikator empati ini
diungkapkan oleh JR salah pemohon izin. Berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan JR, beliau mengungkapkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan
oleh pihak Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar
secara keseluruhan sudah cukup baik, namun ada beberapa pegawai yang
belum melayani dengan maksimal. Berikut merupak hasil wawancara yang
peneliti lakukan adalah :
“pada saat saya berkomunikasi langsung dengan salah satu pegawai
yang memberikan layanan perizinan ini cukup baik, namun ada beberapa
pegawai yang terkadang terlihat judes. Seharusnya pegawai tersebut
harus selalu sabar dan tetap ramah kepada masayrakat.”
(wawancara 28 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa dalam
proses pelayanan perizinan tidak semua pegawai memberikan pelayanan yang
maksimal Ini dapat kita lihat dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis
dengan bapak JR diatas. Sehingga, dalam mewujudkan pelayanan yang
memanfaatkan SMS Gateway ini guna meningkat kualitas pelayanan di Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal harus mempertahankan apa yang
sudah dimiliki.
V.2.2 Pembahasan
Menurut Parasuraman dan Zeitham (dalam Rakhmat, 2009;108)
mengemukakan lima dimensi kualitas layanan, yaitu :
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1. Tangible, yaitu faktor fasilitas fisik, peralatan atau sarana dan pegawai yang
dimiliki oleh suatu organisasi. Kualitas layanan adalah bentuk aktualisasi
nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan
penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu
pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga
puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi
kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan (Parasuraman, 2001:32).
Pada suatu bentuk kualitas pelayanan yang diperhatikan organisasi, maka
terdapat suatu dimensi yang disebut dengan tangibles atau bukti langsung.
Bukti langsung disini dapat diartikan sebagai bagaimana kemampuan
organisasi dalam menunjukkan eksistensi atau kemampuannya ketika
berhadapan langsung dengan masyarakat. Tangibles disini dapat diraba atau
dilihat oleh masyarakat secara langsung, dan juga dapat dirasakan
dampaknya secara langsung dari hal-hal yang telah dilakukan organisasi
tersebut. Dapat ditarik kesimpilan bahwa tangible atau bukti langsung berupa
bentuk pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana
pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance
pemberi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang
diberikan dalam menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam
bentuk pelayanan fisik yang dapat dilihat. Dari berbagai uraian diatas bukti
langsung atau tangible merupakan salah satu indikator yang sangat
mempengaruhi bagaimana bentuk kualitas pelayanan bekerja untuk dapat
memenuhi kepuasan masyarakat yang diharapkan oleh organisasi publik.
Berpedoman dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka
dimensi tangible atau bukti langsung yang berupa kelengkapan sarana dan
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prasarana yang terdapat di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Makassar masih kurang memadai hal ini diungkapkan berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan penulis dengan staf bidang data dan
pengendalian yang mengatakan bahwa ada beberapa komputer yang
bermasalah dan server kadang mengalami gangguan dalam penerapan SMS
Gateway. Dan fasilitas lainnya sistem nomor antrian yang tidak berfungsi juga
menjadi salah satu permasalahan yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar sehingga masyarakat kurang puas
dengan layanan yang diberikan.
2. Reliability, dimaksudkan sebagai suatu kemampuan untuk memberikan
palayanan yang telah dijanjikan dengan segera, tepat, akurat dan terpercaya.
Untuk itu kualitas yang handal merupakan harapan masyarakat berarti bahwa
suatu pelayanan setiap saat dituntut untuk dapat dilaksanakan dengan
segera melalui cara yang benar tanpa ada kesalahan didalamnya.
Kehandalan atau reliability itu sendiri menurut Parasuraman (2001) adalah
setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal, mengetahui mengenai
seluk belum prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai
kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja
dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan memberikan arahan yang
benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum dimengerti oleh
masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut.
Dimensi kehandalan (reliability) dalam indikator kualitas pelayanan
merupakan hal penting dan vital bagi organisasi dalam menunjukkan
kinerjanya karena kehandalan merupakan bentuk ciri khas atau karakteristik
dari pegawai yang memiliki prestasi kerja tinggi. Kehandalan yang dimaksud
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dapat meliputi bagaimana kualitas kinerja karyawan, kehandalan dalam
menggunakan skill mereka saat melayani konsumen, dan sebagainya. Inti
dari kehandalan atau reliability berdasarkan uraian teori diatas merupakan
bentuk kualitas layanan dari kehandalan dalam suatu organisasi dapat
ditunjukkan dengan kehandalan pemberi pelayanan sesuai dengan bentuk-
bentuk karakteristik yang dimiliki oleh pegawai tersebut, sesuai dengan
keberadaan organisasi tersebut sehingga mempengaruhi bentuk keualitas
pelayanan dari organisasi. Berpedoman dengan hasil penelitian yang penulis
lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kehandalan atau reliability
pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar,
belum mencapai tingkat kepuasan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena
masih ada salah satu pemohon izin yang mengeluh karena SMS yang masuk
tidak tepat waktu. Dan menurut staf bidang data dan pengendalian SMS yang
tidak masuk sesuai yang dijanjikan karena faktor jaringan ataupun signal.
3. Responsiveness, yaitu keinginan para pegawai untuk membantu para
pelanggan untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap.
Daya tanggap berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dipersepsikan
oleh pelanggan termasuk dalam dimensi ini waktu tunggu untuk memperoleh
pelayanan. Definisi daya tanggap menurut Tjiptono (2007) yaitu keinginan
para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan
pelayanan dengan tanggap. Tanggap disini dapat diartikan bagaimana
bentuk respon organisasi terhadap segala hal-hal yang berhubungan dengan
masyarakat. Respon yang dimaksud sebaik-baiknya cara organisasi dalam
menerima entah itu permintaan, keluhan, saran, kritik, complain, dan
sebagainya atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Hal ini
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memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina,
mengarahkan dan membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur
dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk
pelayanan mendapat respon positif (Parasuraman, 2001). Kegiatan melayani
konsumen dengan sebaik-baiknya dalam sebuah organisasi atau perusahaan
tidak sekedar tentang kehandalan organisasi, tapi lebih ke mementingkan
bagaimana cara organisasi menanggapi masyarakat dalam bentuk apapun.
Ketika organisasi menanggapi keluhan, saran atau permintaan yang
dilayangkan masyarakat dengan segera dan sebaik-baiknya maka respon
positif juga akan ditunjukkan konsumen terhadap organisasi. Berpedoman
dengan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa
dimensi Responsiveness atau daya tanggap pada Badan Perzinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Makassar, maka berdasarkan dari hasil
penelitian penulis, kecepatan dan kesederhanaan prosuder pelayanan
merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Maka dari
itu, untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar yang menggunakan SMS Gateway
sebagai media informasi kepada masyarakat untuk mengetahui secara
langsung sejauh mana keberadaan proses perizinan yang dimohonkan.
4. Assurance, merupakan pengetahuan, kemampuan dan keramahan pegawai
untuk dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan
kepada organisasi. Aspek ini meliputi kompetensi atau kemampuan dalam
memberikan pelayanan yang didukung oleh adanya rasa hormat, dapat
dipercaya, jaminan rasa aman bagi pelanggan. Bentuk jaminan yang lain
yaitu jaminan terhadap pegawai yang memiliki perilaku kepribadian
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(personality behavior) yang baik dalam memberikan pelayanan, tentu akan
berbeda pegawai yang memiliki watak atau karakter yang kurang baik dalam
memberikan pelayanan. Assurance atau jaminan diatas meliputi kemampuan
pegawai atas pengetahuan terhadap pelayanan secara tepat, kualitas
keramahtamahan, perhatian, dan kesopanan memberi pelayanan,
keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan
keamanan dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan
dalam menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Dari
berbagai uraian diatas betapa pentingnya memperhatikan assurance atau
jaminan dalam suatu organisasi yang fungsinya untuk menumbuhkan rasa
percaya masyarakat akan berbagai bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh
organisasi untuk menciptakan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pihak
organisasi maupun pihak penerima layanan yaitu masyarakat. Berpedoman
dengan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa
dimensi assurance atau jaminan dalam pemberian pelayanan perizinan yang
memanfaatkan SMS Gateway di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Makassar sudah baik, karena untuk meningkatan pelayanan
perizinan maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar memanfaatkan SMS Gateway sebagai media informasi kepada
pemohon izin guna mengetahui secara langsung sejauh mana keberadaan
proses perzinan yang dimohonkan. Namun, dalam penerapan SMS Gateway
pihak Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar
kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti dari
wawancara penulis dengan salah satu pemohon izin yang lebih memilih
datang langsung ke kantor untuk mengecek proses perizinannya.
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5. Empath, merupakan kepedulian, ketulusan, perhatian, serta berbagai
kemudahan dalam komunikasi yang diberikan oleh organisasi dan
pegawainya kepada pelanggan, juga perlunya kemampuan mengadakan
pendekatan secara individu dan upaya untuk memahami kebutuhan dan
keinginan pelanggan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan
berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan
memiliki adanya rasa empati (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus
atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan (Parasuraman,
2001:40). Zoeldhan (2012) mengatakan bahwa empati dalam suatu
pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian
dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan untuk
mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat
pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut. Empati
membutuhkan adanya saling mengerti satu sama lain antara pegawai atau
yang melayani dan yang dilayani atau masyarakat agar tercipta suatu
hubungan yang balance atau selaras dalam organisasi tersebut. Intinya
dalam setiap pelayanan yang dilakukan sangat diperlukan adanya kehadiran
empati terhadap segala hal didalamnya. Ketika masyarakat membutuhkan
pelayanan apapun dari organisasi maka organisasi memberikan suatu
pelayanan yang sebaik-baiknya dengan berbagai prosedur yang ada.
Sedangkan masyarakat yang minta dilayani juga seharusnya memahami dan
mengerti dengan berbagai kondisi yang ada di organisasi dengan tidak
memaksakan kehendak yang berlebihan sehingga tercipta hubungan yang
saling mengerti antara perusahaan dengan konsumen. Berpedoman dengan
hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dimensi
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Empath atau empati di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Makassar sudah memuaskan ini diungkapkan berdasarkan hasil
wawancara yang penulis lakukan kepada kedua pihak yakni pihak pemberi
layanan dalam hal ini Badan Perizina Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Makassar dan pihak penerima layanan dalam hal ini masyarakat yang telah
atau sedang mengurus perizinan .
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
VI.1 KESIMPULAN
Dalam peningkatan pelayanan terkait pemanfaatan SMS Gateway pada
Badan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum berjalan
secara efektif. Masih ada tiga dari lima dimensi Parasuraman dan Zeitham yang
belum terpenuhi yaitu dimensi tangible (bukti fisik), realibilty (keandalan) dan
assurance (jaminan).
Dapat disimpulkan bahwa dari dimensi tangible (Bukti Langsung) yaitu faktor
fasilitas fisik meliputi ruang kantor, perlengkapan, peralatan atau sarana dan
pegawai yang dimiliki oleh suatu organisasi, adapun fasilitas dalam penerapan
SMS Gateway kurang memuaskan, ini dapat kita lihat ada beberapa komputer
yang bermasalah dan juga server kadang mengalami gangguan. Kemudian
fasilitas lainnya berupa sistem nomor antrian yang tidak berfungsi juga
merupakan permasalahan yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar sehingga mengurangi tingkat kepuasan
masyarakat.
Dimensi Realibily (keandalan) merupakan kemampuan untuk melaksanakan
jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu, namun dalam
proses pelayanan perizinan yang memanfaatkan SMS Gateway tidak dapat
memberikan informasi secara tepat waktu kepada masyarakat mengenai sampai
dimana proses perizinannya.
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Dimensi assurance (jaminan), mencakup kepastian hukum, pengetahuan,
kemampuan aparat, keterampilan dan prestasi yang dimiliki pegawai, bebas dari
bahaya, resiko dan keragu-raguan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk
meningkatkan prestasi yang dimiliki maka diadakan program untuk pelatihan
pegawai agar meningkatkan pelayanan. Namun, dalam hal pemanfaatan SMS
Gateway pihak BPTPM kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat
bagaimana manfaat dari penggunaan SMS Gateway.
VI.2 SARAN
Dalam meningkatkan pelayanan terkait pemanfaatan SMS Gateway
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar agar
meningkatkan sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat, terkhusus pada penambahan komputer
untuk menunjang pemanfaatan SMS Gateway. Dan juga memperbaiki sistem
nomor antrian yang disediakan oleh pihak Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Makassar. Kemudian memberikan informasi secara
tepat waktu kepada masyarakat yang sedang mengurus perizinan. Dan
melakukan sosialisasi pemanfaatan SMS Gateway kepada masyarakat.
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